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Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas
Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengal okasian tersebut adalah 70% dari penerimaan
Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pgjak Rokok di
Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adal ahkualitatifdengan teknik pengumpulan data
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok
di Provins DK Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus
melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasal ahan yang timbul
adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provins DK Jakarta karena atas pengal okasian dana untuk
alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan
daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pgjak Rokok.

...... The allocation of the reception areais the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta
minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law
enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on
Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection
techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on
Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not
specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem
that arisesisthe policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the
allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the
reception of Cigarette Taxes.
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